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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan analisis pada bab — bab sebelumnya, dapat diperoleh
kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang di ajukan dalam penulisan
hukum/skripsi ini, yaitu :

1. Kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkotika yang
dilakukan oleh pelajar di Yogyakarta yaitu polisi sudah melakukan tugas
mereka seperti yang sudah di atur dalam pasal 13 Undang — Undang Nomor 2
tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu tugas pokok
Kepolisian adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Menegakkan hukum

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan = kepada
masyarakat.

Dalam hal ini Polda DIY sudah menjalankan tugas sesuai dengan Undang —
Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Polda DIY melakukan
pemberantasan mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar
maupun masyarakat, Polda DIY juga sudah melakukan penegakan hukum

dengan melaksanakan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan bagi orang
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yang melakukan peredaran narkotika maupun yang mengonsumsi narkotika,
serta sudah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dengan melakukan sosialisasi, membagikan brosur — brosur
mengenai narkotika dan juga sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah di

Daerah Istimewah Yogyakarta.

. Kendala kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkotika
yang dilakukan oleh pelajar di Yogyakarta yaitu :
1. Kurang jumlah personil kepolisian di Polda DI'Y
Kurangnya personil mengakibatkan kinerja kepolisian untuk bisa
memberantas tindak pidana narkotika menjadi tidak efektif. Karena
sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan kasus yang terjadi
maka hingga saat ini masih banyak kasus tindak - pidana narkotika yang
belum terungkap dan terselesaikan.
2. Informasi teknologi
Peralatan teknologi yang tidak memadai dan juga kurangnya
pengetahuan mengenai teknologi yang personil kepolisian miliki menjadi
salah satu kendala dalam membongkar tindak pidana narkotika. Sehingga
pemberantasan kasus tindak pidana narkotika menjadi lamban dan sulit

untuk diungkap.
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3. Masyarakat
Masyarakat yang kurang peduli dengan keadaan sekitar
mengakibatkan laporan yang masuk ke kepolisian pun menjadi sangat
sedikit, sehingga polisi harus turun tangan langsung ke lapangan untuk
mencari informasi mengenai tindak pidana narkotika.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran
sebagai berikut :

1. Kepolisian diharapkan menambah personilnya agar dapat menangani kasus
tindak pidana narkotika khususnya di kalangan pelajar dengan lebih baik.

2. Perlunya peningkatan kualitas personil kepolisian dalam hal teknologi, supaya
lebih efektif dalam menangani kasus tindak pidana narkotika. Dan juga
peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan
kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

3. Kepada masyarakat harus lebih peduli dengan lingkungan sekitar, dan tidak
perlu takut untuk melaporkan kepada polisi jika ada informasi ataupun
kejadian mengenai produksi, pengedaran, maupun pemakaian narkotika yang

terjadi khususnya yang melibatkan para pelajar.
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